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ABSTRAK
Nama Penyusun : Nur Apriyani
Nim : 10400107010
Judul Skripsi : Regulasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola Pendidikan
Terhadap Istri yang Nusyuz Menurut Hukum Islam
Skripsi ini merupakan studi tentang regulasi kekerasan dalam rumah tangga
(selanjutnya disebut K.D.R.T) dan pola pendidikan terhadap istri yang nusyuz dalam
hukum islam. Dalam hal ini menunjuk kepada wanita yang menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga, ditinjau dari Hukum Islam dan undang-undang. Pada dasarnya
tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menyebutkan bahwa  perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Persoalan undang-undang penghapusan K.D.R.T. dan Hukum Islam
mempunyai semangat yang sama yang melandasi dua hukum tersebut, adalah
penghormatan terhadap martabat manusia, kaitanya dengan hak-hak suami istri dalam
rumah tangga, serta arti kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan.
Menurut undang-undang RI Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (P.K.D.R.T). Kekerasan dalam Rumah Tangga
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau
penelantaran rumah tangga, termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Hanya saja dalam undang-
undang sudah jelas mengenai ketentuan pidananya, sedangkan dalam hukum islam
tidak di dapatkan ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap
istri dalam rumah tangga, akan tetapi kembali pada konsep perkawinan yaitu sakinah,
mawadah, warahmah. Dari sini jelaslah bahwa kekerasan terhadap istri dalam rumah
tangga menurut undang-undang penghapusan K.D.R.T dan hukum Islam tidak
diperbolehkan. Menyikapi Nusyuz Istri, ada empat tahap jalan keluar yang diajarkan
Islam untuk mengatasi nusyuz isteri. Firman Allah, ”Dan perempuan-perempuan
(para isteri) yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan
jauhilah mereka di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika
mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.” (QS. An-
Nisa’, (4): 34). Sehingga mencoba untuk dijabarkan melalui tiga tahapan dalam
skripsi tersebut, yaitu: konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam
dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, selanjutnya mencoba untuk menjabarkan
macam-macam permasalahan dalam keluarga, lalu kemudian menarik kesimpulan
dari hal tersebut.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Rumah tangga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok
masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan
terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila
yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa
perkawinan. Perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga.
Perkawinan merupakan akad dengan upacara ijab qabul antara calon suami
dengan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sakral) untuk
menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita dengan tujuan
membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah swt yang luas ini.
Melalui perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan
jasmani dan rohani, serta jelasnya nasab seseorang. Ada tiga hal mengapa
perkawinan itu menjadi penting. Pertama, perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar
manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunannya dalam rangka
melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua, perkawinan menjadi cara
manusia menyalurkan hasrat seksual. Maksudnya adalah lebih pada kondisi
terjaganya moralitas. Dengan demikian, perkawinan bukan semata-mata
menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat
reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah.
Ketiga, perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan
2keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada
pasangannya.
Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal. Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Pengertian
tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu
dibangun antara laki-laki dengar perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak
dan kewajiban di antara keduanya.
Al-Qur’an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam surah Ar-
Rūm/30: 21, yang berbunyi :






Terjemahan:
“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu berfikir.”
(Q.S. Ar-Rūm /30: 21). 2
1 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
(Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 8.
2 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Jakarta:
Daarus Sunnah, 2002), h. 407
3Dalam ayat tersebut dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah,
mempunyai arti antara lain: diam sesudah bergerak, menetap, bertempat tinggal,
tenang dan tentram, ini menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai
wahana atau tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan
dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman. Ketiga arti tersebut,
perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai,
saling menasihati dan saling mengharapkan satu sama lain. Kata bainakum dalam
surah Ar-Rūm ayat 21 diartikan satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa
cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak, suami atau istri
saja. Konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan
menghianati.3 Allah Swt, memberikan isyarat adanya hak-hak dalam pernikahan
tersebut. Juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk
keluarga, menyeberluaskan dan memperbanyak keturunan, persaudaraan dan
kerabat. Hal itu diikuti dengan tanggung jawab yang besar seperti masyarakat
kecil dan masyarakat besar, yakni takwa.4
Fakta kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah,
mawaddah, warahmah, ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan
dalam keluarga. Islam menyikapi hal ini dengan memberi solusi perceraian bagi
keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dalam rumah
tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan
sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja
termasuk bapak, suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam
3 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008).
4 Muhammad Al- Ahmadi Abu Nur, Manhaj As-Sunnah fi Zawaj (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006) h. 26.
4K.D.R.T. disini dipersempit, artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal
ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri. Bila kita
teliti lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia,  rumah tangga yang
selalu diterpa badai pertengkaran dan percekcokan. Istri manapun  tidak akan
nyaman dalam menjalani kehidupannya dalam kondisi seperti ini. Adapun bentuk-
bentuk kekerasan yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
pasal 5 adalah: (1) kekerasan fisik, (2) psikis, (3) ekonomi dan (4) kekerasan
seksual. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama.
Oleh karena itu, masyarakat didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung
jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin ini.
Dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 pasal 5 menyebutkan:
setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan
psikis, (3) kekerasan seksual, (4) penelantaran rumah tangga. Pada pasal 6, 7, 8, 9,
menjelaskan poin-poin dari pasal 5, namun dapat dilihat dengan jelas banyak
korban dari kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapat perlindungan yang
layak. Dan demikian pula bagi tersangka pelaku KDRT banyak yang tidak diberi
sanksi atas perbuatannya, padahal perbuatan seperti ini sangat mengguncang jiwa
seseorang.
Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap
masalah kekerasan terhadap perempuan, dari masalah individu menjadi masalah
dan tanggung jawab bersama. Namun, tidak menutup kemungkinan suami berbuat
kasar kepada istri karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti karena istri berbuat
5nusyuz (menentang, menolak, durhaka) hal yang baik dalam agama yang
diperintahkan oleh suami. Dalam ajaran fiqh, nusyuz terbagi empat, (1) Istri
menolak berdandan sedang suami menghendakinya, (2) Istri menolak ajakan
seksual suami, (3) Istri keluar rumah tanpa izin suami, dan (4). Istri meninggalkan
kewajiban ibadah. Istri-istri yang dikhawatirkan bersikap sombong dan tidak
menjalankan kewajiban kepada suami, maka hendaklah memperlakukan istri
dengan cara-cara antara lain:5
 Hendaklah memberikan nasihat yang menurut pandangan kalian (suami)
dapat menyentuh hati mereka. Sebab, di antara kaum wanita ada yang
cukup diingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah.
 Memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling.
 Suami boleh memukul, dengan syarat pukulan itu tidak menyakiti atau
melukainya, seperti dengan tangan atau dengan tongkat kecil.
Al-Qur’an memperingatkan wanita untuk berbuat sesuatu manakala terjadi
ketidakberesan, ketidakserasian, atau miskomunikasi antara istri dan suaminya.
Jadi, wanita dituntut untuk berperan aktif dalam mengatasi kemelut dalam
keluarga, mengajak suaminya untuk merundingkan problem yang menjadi
ganjalan di antara mereka, dalam upaya memperbaiki hubungan mereka, seperti
dijelaskan dalam al-qur’an  surah an-Nisa(4): 128, yang berbunyi:






5 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), h. 299
6

Terjemahan:
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh
dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),
sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. An-
Nisa (4) 128)6
Ayat ini menerangkan sikap yang harus diambil oleh seorang istri bila ia
melihat sikap nusyuz dari suaminya, seperti tidak melaksanakan kewajibannya
terhadap dirinya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli
dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya dan sebagainya. Hal ini
mungkin ditimbulkan oleh kedua belah pihak suami dan istri atau disebabkan oleh
salah satu pihak saja.
Jika demikian halnya, maka hendaklah istri mengadakan musyawarah
dengan suaminya, mengadakan pendekatan, perdamaian di samping berusaha
mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah mulai pudar. Dalam
hal ini tidak berdosa jika istri bersikap mengalah kepada suaminya, seperti
bersedia beberapa haknya dikurangi dan sebagainya. Usaha mengadakan
perdamaian yang dilakukan istri itu, bukanlah berarti bahwa istri harus bersedia
merelakan sebahagian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, tetapi untuk
memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya, sehingga dengan demikian
suami ingat kembali kepada kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Allah
SWT. Allah SWT berfirman dalam surah al-baqarah ayat 228 yang artinya: “Dan
6 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, op. cit, h. 100
7para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara
yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
daripada istrinya...“.
Damai dalam kehidupan keluarga menjadi tujuan agama dalam
mensyariatkan pernikahan. Karena itu hendaklah kaum Muslimin menyingkirkan
segala macam kemungkinan yang dapat menghilangkan suasana damai itu dalam
keluarga. Hilangnya suasana damai dalam keluarga membuka kemungkinan
terjadinya perceraian yang dibenci Allah SWT. Allah SWT mengingatkan bahwa
kikir itu termasuk tabiat manusia. Sikap kikir timbul karena manusia
mementingkan dirinya sendiri, kurang memperhatikan orang lain, walaupun orang
lain itu adalah istrinya sendiri atau suaminya. Karena itu waspadalah terhadap
sikap kikir itu. Hendaklah masing-masing pihak dari suami atau istri bersedia
beberapa hak dikurangi untuk menciptakan suasana damai di dalam keluarga. Jika
suami berbuat kebaikan dengan menggauli istrinya dengan baik kembali,
memupuk rasa cinta dan kasih sayang melaksanakan kewajiban kewajibannya
terhadap istrinya maka Allah SWT mengetahuinya dan memberi balasan yang
berlipat ganda.7
B. Rumusan Masalah
Dari paparan tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut tentang KDRT. Untuk itu penulis mengambil judul: Bagaimana Regulasi
KDRT dan Pola Pendidikan Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam?
7 http://users6.nofeehost.com/alquranonline/Alquran_Tafsir. SuratKe4#128
8Dari pokok permasalahan tersebut, ditarik beberapa sub permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana regulasi K.D.RT dan pola pendidikan terhadap istri yang nusyuz
menurut hukum Islam?
2. Bagaimana akibat yang akan timbul jika terjadi kekerasan dalam rumah
tangga?
3. Bagaimana aplikasi regulasi  kekerasan dalam rumah tangga menurut
Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam?
C. Definisi Operasional
Untuk memudahkan pembahasan mengenai judul skripsi ini, terlebih
dahulu penulis akan mengemukakan arti istilah yang terkandung dalam judul
tersebut, sehingga tidak akan terjadi kerancauan pemahaman mengenai judul
penelitian “Regulasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (K.D.R.T.) dan Pola
Pendidikan Terhadap Istri yang Nusyuz Menurut Hukum Islam”
1. Regulasi : Pengaturan terhadap sesuatu (kaitannya terhadap kdrt)8
2. Kekerasan : Serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun
integritas mental psikologis seseorang.9
3. Rumah tangga: Sering juga disebut dengan keluarga, yaitu mereka yang
mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan
8Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.940
9 Fakih Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1996), h.17.
9perkawinan.10 Jadi, keluarga adalah anggota famili yang dalam hal ini
adalah terdiri dari ibu (istri), bapak (suami), dan anak.
4. Pendidikan: Proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.11
5. Nusyuz: Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap
suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.12
Definisi dari judul tersebut adalah adanya suatu aturan tentang KDRT,
baik itu korban, pelaku ataupun orang yang menyaksikan kekerasan tersebut
dengan mengaitkannya pada prilaku seorang istri yang berbuat nusyuz.
D. Tinjauan Pustaka
Kekerasan dalam sebuah rumah tangga akan dianggap tabu dipublikasikan
atau diceritakan kepada orang lain, wajar jika kemudian masalah-masalah KDRT
jarang sekali yang muncul ke muka persidangan.
1. Farha Ciciek dalam bukunya Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah
Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw. Mengemukakan panjang
lebar tentang kekerasan domestik yang menimpa kaum perempuan. Dalam
bahasanya yang singkat dan padat, dia menulis latar belakang dan segala
sesuatu yang menyangkut masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dia
juga menyebutkan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah
10 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 61.
11 Ibid h. 263
12 Ibid h. 789
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salah satu permasalahan yang menjadi tanggung jawab masyarakat dan
membutuhkan peran negara, sehingga dibutuhkan kolektif untuk
menanggulanginya. Akan tetapi tidak menulis tentang bagaimana bentuk
perlindungan yang diberikan oleh negara melalui Undang-undang No. 23
tahun 2004 dan pandangan hukum Islam mengenai kekerasan.
2. Faqihuddin Abdul Kodir dkk dalam bukunya Fiqh Anti Trafiking
(Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam
Perspektif Hukum Islam) menjelaskan pandangan keagamaan yang timbul
dari teks-teks al-Quran, Hadits Nabi, dan pendapat para Ulama’ mengenai
berbagai persoalan menyangkut trafiking seperti persoalan buruh migran,
penjualan organ tubuh, penjualan bayi, aborsi korban perkosaan dan
bentuk-bentuk kekerasaan lain yang berbasis gender termasuk juga KDRT.
Jawaban yang diberikan dalam buku tersebut tidak hanya terhenti pada
penguatan etis moral dalam al-Quran dan Hadits tetapi juga dikaitkan
dengan potensi yuridis formal dari Undang-undang yang berlaku.
3. Moerti Hadiati Soeroso dalam bukunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, mengemukakan bahwa tindak
kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan
nonfisik (psikis). Tindakan fisik bisa langsung dirasakan akibatnya oleh
korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik
(psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan
tersebut langsung menyinggung hati nurani  atau perasaan seseorang. Dia
juga menulis tentang bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh
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negara melalui Undang-undang No. 23 tahun 2004 dan Undang-undang
No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
4. Teguh Prasetyo dalam bukunya Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana,
banyak mengemukakan tentang kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana
selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan
sosial. Upaya menanggulangi kejahatan dimasukkan dalam kerangka
kebijakan kriminal. Dimana kebijakan kriminal, merupakan upaya rasional
dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.
5. Ali Yusuf As-Subki dalam bukunya Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga
dalam Islam, menjelaskan bahwa nusyuz dan banyaknya perbedaan
tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari
istri dan kemunculannya dalam setiap rumah, dua hal yang cepat
membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada hingga hilanglah
ketenangan dan ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan
didalam keluarga, diantaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan,
membuka rahasia (aib) keluarga dan menghilangkan kehormatannya. Hal
tersebut juga menjadikan hilangnya fondasi keluarga dan tujuan
pernikahan yang telah matang. Dia menjelaskan betapa pentingnya arti
komunikasi, dan peran suami istri dalam keluarga.
6. Muhammad Thalib dalam bukunya Manajemen Keluarga Sakinah,
menjelaskan beberapa sistem dan manajemen dalam keluarga dan juga
menyimpulkan beberapa hadis yang berkaitan dengan kekerasan dalam
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rumah tangga. Kesimpulan dari hadis-hadis yang dikemukakan dalam
bukunya melarang seorang suami memukul istri dengan pukulan yang
menyakitkan atau pukulan yang membuat mereka menderita. Namun,
pukulan ringan boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya
apabila melihat bahwa istrinya telah melakukan perbuatan tidak baik
kepada suaminya. Apabila seorang suami memukul istrinya dengan
pukulan yang tidak menyakitkan atau pukulan yang wajar, maka persoalan
tersebut tidak dapat dianggap sebagai per buatan dosa apalagi perbuatan
yang dapat diajukan ke pengadilan.
7. Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya fiqh Munakahat menjelaskan
bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan tuntunan agama
yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan
perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.
Sehingga jika diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan
ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.
Kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan terjadi karena faktor
kekurangan ekonomi dan karena adanya perbuatan dari salah satu pihak
(suami/istri) yang menyimpang dari tujuan perkawinan seperti salah satu pihak
berbuat nusyuz. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa kepedulian dan rasa cukup
diantara keduanya sehingga suami ataupun istri cenderung berbuat kasar, tapi
persoalan ini tidak boleh dikesampingkan, karena ini merupakan tindakan yang
dapat nerugikan beberapa pihak dan memberikan contoh yang kurang baik dimata
masyarakat.
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E. Metodologi Penelitian
Untuk memenuhi standar ilmiah, dan dalam rangka pengumpulan data
guna menyusun skripsi ini penyusun berpatokan pada kriteria-kriteria ilmiah yang
telah ditetapkan dan lazim digunakan atau dilaksanakan dengan metode
penelitian. Metode yang digunakan yakni:
1. Metode penelitian
Sesuai dengan objek kajian dalam skripsi, maka penyusun melakukan
Metode penelitian kepustakaan (library research), metode penelitian ini
dilakukan dengan cara, penyusun berusaha untuk mengumpulkan data-data dari
berbagai macam literatul-literatul, buku-buku, artikel dan data-data lain yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai tujuan untuk
meletakkan dasar teoritis terhadap masalah yang akan di bahas.
2. Metode pendekatan
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam membahas objek
permasalahan dalam skripsi ini, adalah :
a. Pendekatan Yuridis, ( hukum perundangan ), yaitu suatu pendekatan yang
menggunakan ilmu hukum ( undang-undang ) sebagai bahan kajian,
maksudnya bila ada pembahasan undang-undang atau teori-teori hukum
yang berkaitan dengan judul, maka dijadikan bahan kajian untuk disajikan
sebagai uraian.
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b. Pendekatan Filosofis, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah,
mendalam dan mendasar tentang sesuatu yang ada dan yang mungkin ada.
3. Metode pengumpulan data
Untuk memperolah data yang akurat penulis menggunakan metode penelitian
yang diantaranyan adalah:
1. Pengumpulan Data
Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui
sumber primer. Data primer adalah data yang di peroleh melalui library research
atau penelitian kepustakaan.
a. Jenis data
Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Kuantitatif
adalah suatu jenis data yang mengkategorikan data-data diperoleh untuk
mendapatkan data yang mendalam agar diperoleh makna.
b. Sumber data
Dalam skripsi ini peneliti menggunakan sumber data library research
yaitu penelitian kepustakaan.
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum
Islam.
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b. Untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut
peraturan perundang-undangan.
2. Kegunaan penelitian
Penelitian  ini di harapkan dapat memberikan sumbangan baik secara
teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:
a. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek
teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan hukum Islam, melalui pendekatan
serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali
pendekatan-pendekatan baru.
b. Secara praktis
Kegunaan atau manfaat yang di harapkan pada hasil penelitian ini antara
lain:
1) Diharapkan dapat menjadi ilmu  bagi peneliti, dalam bidang hukum Islam.
2) Diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi masyarakat umum dan
pemerintah,  terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga.
3) Diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat, khususnya keluarga
yang terkena K.D.R.T.
16
G. Garis Besar Isi
Untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian ini, maka peneliti
akan menjelaskan garis-garis besar pembahasan yang ada dalam setiap bab.
Pada Bab I terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan
ketertarikan penulis untuk meneliti dan  membahas persoalan KDRT perspektif
hukum Islam dan perundang-undangan, yang kemudian merumuskan kedalam
beberapa rumusan dan batasan masalah yang menjadi acuan pembahasan ini.
Seterusnya, definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan untuk
mendapatkan pengertian yang jelas dari judul yang dimaksud. Di dalamnya,
diuraikan pula metodologi penelitian yang digunakan, kajian pustaka, tujuan dan
kegunaan dari penelitian ini, dan diakhiri dengan garis-garis besar isi skripsi.
Semua hal di atas merupakan kerangka awal dalam pembahasan selanjutnya.
Bab II berisi penjelasan umum tentang konsep KDRT menurut hukum
Islam dan undang-undang Nomor 23 tahun 2004.
Bab III berisi tentang macam-macam permasalahan dalam keluarga dan
sebab terjadinya nusyuz.
Bab IV menyuguhkan analisis tentang K.D.R.T, dalam kajian ini, peneliti
mengangkat sub permasalahan yang meliputi; Pertama, Analisis Kekerasan dalam
Rumah Tangga. Kedua, Analisis K.D.R.T dalam Hukum Islam.
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Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan semua pembahasan yang
berisi kesimpulan semua pembahasan dari bab-bab yang ada sebelumnya,
terutama menjawab pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, bab
ini juga memuat implikasi dari hasil penelitian peneliti.
BAB II
KONSEP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004
A. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan
kebudayaan manusia, namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia
internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan
Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan,
pasal 1, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan
yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit
atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis,
termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area
publik atau domestik.
Menurut Herkutanto, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau
sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan
perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah
bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (eccidental) tidak dikategorikan
sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan. Pengertian
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di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya
kaum pria saja, sehingga kaum perempuanpun dapat dikategorikan sebagai pelaku
kekerasan13.
Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri,
merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai
penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada
penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular
ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat
kita14.
Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap
fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang15. Kekerasan yang
terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak
sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang
dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi, karena dalam masyarakat masih
berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi
rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke
permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.
Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (P.K.D.R.T.) pasal 1 ayat 1menyebutkan;
kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
13 Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam
buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung: PT. Alumni, 2000), h. 267.
14 Ciciek Farha, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari
kehidupan Rasulullah  saw, (Cet. I; Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999) h. 22
15 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 17.
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terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga16.
2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena umumya
terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti
poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak, dan
lain sebagainya. Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam memang tidak
mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya
ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup
menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam
rumah tangga.
Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif hukum
Islam sebagai berikut:
1. Kekerasan fisik
Al-Qur’an dan hadits diyakini oleh semua umat Islam sebagai sumber
acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji
di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi
banyak penafsiran.
16 UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
(Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4
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Dalam tafsif al Azhar tentang Surah an-Nisa ayat 34, dijelaskan tindakan-
tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz yaitu dengan cara
“maka ajarilah mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka
dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahanya. Suami hendaklah menunjukkan
pimpinan yang tegas dan bijaksana. Cara yang kedua, yaitu dengan cara
“pisahkanlah mereka dari tempat tidur’. Kerapkali isteri menjadi hilang
kesombonganya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang
harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga
“dan pukulah mereka” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada
perempuan yang sudah memang patut dipukul.17
Dari pemahaman Surat an-Nisa’ ayat 34 inilah banyak suami yang
melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya. Sebagian Ulama’
menafsirkan al-Qur’an tentang pemukulan ini, pertama, pemukulan tidak boleh di
arahkan ke wajah, kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan
dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga pemukulan
dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan dalam rangka
sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali
relasi suami istri18.
Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan kekejaman dan
penyiksaan. Beliau bersabda, “ tidak seorangpun boleh dijatuhi hukuman dengan
api” dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya.
Dalam hukum pidana, beberapa hukuman mungkin terlihat berat atau bahkan
17 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t). h. 48.
18 Husen Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren, (Cet.
I; Yogjakarta, LKiS, 2004), h. 242.
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keras. Hukuman berat diancam bagi beberapa kejahatan seperti perzinaan. Islam
memandang kejahatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan konsekuensinya
sangat menyakitkan. Contoh lainnya adalah pencurian yang dikategorikan dalam
hukuman hudud, hukuman bagi kejahatan ini adalah potong tangan19.
2. Kekerasan psikis
Selain kekerasan fisik, Islam juga memperhatikan kekerasan psikis,
sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena
selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang
taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar,
tetapi pada suatu hari hilanglah kesabaranya karena dizhihar suaminya, lantaran
marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak
dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al
Mujadalah ayat 1-6 tentang zhihar ayat ini mengandung makna agar para suami
tidak mudah menzhihar istrinya. Ada sebuah hadits yang menjelaskan apabila
seseorang telah mengilla’ istrinya, mereka harus membayar kafarah ketika ia akan
menggauli istrinya.
Hadist tersebut adalah:
 َﻋ ْﻦَﻋ ِﺋ ﺎ َﺸ َﺔ َر ِﺿ َﻲ َﻋ ﷲ ـْﻨ َﻬ َﻗ ﺎ َﻟﺎ ْﺖ ِا : َﱄ َر ُﺳ ِلﻮ ِﷲ َﺻﻲﻠ ُﷲ َﻋ ِﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ْﻦﻣ ,ﻢﻠ ِﻧ َﺴ ِﺋﺎ ِﻪ َو َﺣ َمﺮ َﻓ َﺠ َﻌ َﻞ
 َْﳊا َﻼ َل ِﻟ ْﻠ َﻴ ِﻤ ِْﲔ َﻛ َﻔ َرﺎ ًة (يﺬﻣﱰﻟا ﻩاور)
19 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 73.
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Terjemahan:
“dari Aisyah ra. Mengatakan “Rasulullah saw bersumpah illa’ terhadap istri-
istrinya dan mengharamkan mereka, kemudian menjadikan yang haram menjadi
halal dan menyebar kafarah tebusan sumpahnya”. (HR. Tirmidzi)
Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa ila’ itu merupakan sumpah untuk
suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu yang
ditentukan.
Para ulama sepakat ketika suami mengilla’ istrinya selama 4 bulan
berturut-turut maka tidak boleh menjima’nya. Suami ketika akan menjima’
istrinya lagi ia harus membayar kifarat yaitu memerdekakan budak jika ada.
Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila
tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin20.
Banyak ayat al-Qur’an yang menunjukan bahwa antara perempuan dan
laki-laki itu sama atau setara misalnya tentang kesempatan mendapatkan pahala,
hubungan perempuan dengan lakilaki dan juga kerabatnya. Dalam hal
kepemilihan, Islam memberi hak bagi perempuan untuk memilih jodoh. Semula
hak itu ditentukan oleh wali, setelah Islam datang tuntutan Islam anak gadis yang
akan dinikahkan, diajak bicara dan ikut menentukan pilihanya.
3. Kekerasan seksual
Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh
sebagian suami saat bercampur dengan istrinya sehinga ia mengubah saat yang
20 Ibnu Hajar al Asqolani, Bulughul Maram, (Semarang, PT. Toha Putra, t.t), h. 237
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paling indah itu menjadi saat yang paling buruk.21 Adapun yang dimaksud
kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak
lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya, yang biasa disebut dengan marital
rape, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan bahwa marital
rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah
perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian marital rape merupakan tindak
kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk
melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri22.
Berdasarkan pada beberapa pengertian marital rape di atas, dapat
dirumuskan bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut: (1) Hubungan seksual
yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan
psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral
atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan
kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.23
Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-
Qur’an yang bisa dikemukakan di antaranya dalam surat al Baqarah (2) ayat 187
yaitu:


Terjemahan:
21Abu Hamzah ‘Abdul latif al-ghamidi, Stop KDRT (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-
Syafi’i, 2010), h. 70.
22 Milda Marlia, Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri, (Cet. I; Yogyakarta:
PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007). h. 11
23 Ibid., h. 13
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“Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian
bagi mereka”(QS.Al-Baqarah (2): 187)24
Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan
ma’ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan,
penganiayaan dan lain sebagainya. Al Syirazi mengatakan meskipun pada
dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak
terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan
bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya
untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa
pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma’ruf dengan berbuat
aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi25.
Ulama’ Madzhab memandang ‘azl (coitus interruptus) yakni menarik
dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari
empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa
‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan
dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata: Rasulullah melarang seseorang
malakukan ‘azl tanpa seizin istrinya. (HR. Ibnu Majah)
Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan
seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam
hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan
hanya objek tapi juga menjadi subjek26. Dari sini jelaslah perspektif al-Qur’an
melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap
24 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, op- cit, h.30.
25 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Cet. II; Bandung: PT.
Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), h. 113
26 Ibid, h. 117-118.
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istri atau marital rape, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang
seksualitas dalam perkawinan.
4. Kekerasan Ekonomi
Prihal yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak
memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang
berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang
termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang
untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah
kendali orang tersebut. Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman-
pengalaman masa kenabian Muhammad, jelaslah bahwa Islam tidak menoleransi
penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi.
Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri, oleh karena itu
seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kapada
istrinya dan Tuhan. Dan para istri yang menuntut suami untuk membelikan
sesuatu selain keperluan-keperluan pokok yang menjadi tanggung jawab suami
harus benar-benar dipertimbangkan apakah menurut ajaran agama sesuatu yang
dimintanya itu merupakan pemborosan ataukah benarbenar menjadi kebutuhan
hidup, sedangkan keperluan istri yang menjadi tanggung jawab suami adalah:
a. Keperluan makan dan minum
b. Keperluan pakaian
c. Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan
d. Seorang istri juga hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan diminta
kepada suaminya, sehingga tidak membebani suami dengan tuntutan diluar
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kewajibanya27. Adapun dasar kewajiban suami menafkahi istri tersebut dalam
firman Allah QS Al-Baqarah (2) ayat 233 yang menyebutkan:






Terjemahan:
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi
makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.(Q.S Al-Baqarah/2:
233) 28
Dari beberapa paparan di atas jelas bahwa Islam benar-benar telah
melarang bertindak kekerasan terhadap istri, termasuk juga penelantaran
pemberian nafkah.
Bahkan ketika terjadi cerai pun Islam masih memberi perhatian terhadap
perempuan, salah satunya adalah dengan adanya Iddah, dan larangan mengambil
kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam surat al-
Baqoroh ayat 229 yang terjemahannya adalah: “tidak halal bagi kamu mengambil
kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum
Allah”..
27 Muhammad Thalib, Ketentuan Nafkah Istri dan Anak, (Cet. I; Bandung: PT. Irsyad
Baitus Salam, 2000), h. 21.
28 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, op- cit, h. 38
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2. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga
Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri pelaku kekerasan. Mereka
yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak
kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya
kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri,
keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan
sebagainya.
Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang
dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban
bagi kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan
memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih
besar dari suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang
seharusnya member nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih dari
pada istri29
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri antara
lain:
a. Istri melakukan Nusyuz, suami boleh memukul bagian badan istri kecuali
wajah istri, sebab hal ini merupakan hak istri manakala istri melakukan
kesalahan. Hal ini boleh dilakukan jika memang membawa faedah, jika
tidak maka tidak perlu malakukan pemukulan.30
29 Moerti Hadiati Soeroso, Kekesan Dalam Rumah Tangga  Dalam Perspektif Yuridis-
Victimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 77
30 Muhammad bin Umar An-Nawawi, Syarah Uqudullujain Etika Rumah Tangga, (Cet.
II; Jakarta: Pustaka Amani, 2000) h, 22.
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b. Istri tidak mengindahkan kehendak suami untuk berhias dan bersolek. Juga
karena istri menolak diajak ke tempat tidur.
c. Istri keluar dari rumah tanpa izin, istri memukul anaknya menangis.
d. Istri menghina suami dengan kata-kata yang tidak enak didengar.
e. Istri berbincang-bincang dengan laki-laki lain bukan muhrimnya.
f. Istri tidak mandi haid ketika sudah memasuki waktu suci. Hal ini
menyebabkan suami tidak bisa menggauli istrinya.
Selain hal tersebut, tindak kekerasan dapat terjadi karena adanya beberapa
faktor, seperti: (a) masalah keuangan, (b) cemburu, (3) masalah anak, (4) masalah
orang tua, (5) masalah saudara, (6) masalah sopan santun.
3. Akibat yang Timbul karena Kekerasan dalam Rumah Tangga
Korban kekerasan bisa mengenali fakta kekerasan psikis sementara waktu,
sebagai pengenalan awal untuk menyadari seseorang diketahui menjadi korban
atau sedang menderita gangguan psikologis sebagai variasi dan tanda-tanda
terganggunya kondisi psikologis
a. Ketakutan (fear). Diantara gejala yang muncul seperti jika seseorang
berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak
berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan
terutama dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap karena
ketergantungan permanen.
b. Rasa tidak percaya diri (PD). Rasa tidak PD dapat berarti orang tidak bisa
membuat konsep diri positif orang kemudian terjangkiti dan didominasi
29
oleh konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya.
Gejala ini ditandai dengan oleh sikap merendah terus menerus atau minder
(inferior), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan merosotnya
eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai
positif dalam hidupnya.
c. Hilangnya kemampuan untuk bertindak. Orang dengan situasi trauma atau
mengalami kejenuhan permanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh
pada situasi pesimis dalam memandang hidup dan hingga enggan
melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkanya. Efek
kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat
berkembang generasi).
d. Adanya situasi tidak berdaya (helplessness) situasi ini juga merupakan
gangguan pribadi dan dikatakan orang sakit secara psikologis. Ciri-ciri
helplessness antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistic,
dan selalu menggantung diri, pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan
sulit melakukan komunikasi.
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B. Konsep Kekerasan Menurut undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
1. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga
A. Bentuk-bentuk Kekeraan Terhadap Istri
Bentuk-bentuk kekeraan terhadap istri dapat berupa fisik, atau psikis, hal
ini dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif
(menelantarkan) dan pelanggaran seksual. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap
perempuan menurut undang-undang P.K.D.R.T., untuk lebih jelasnya penulis
akan mencantumkan pasal demi pasal yang tertuang dalam pasal 5-9 undang-
undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang P.K.D.R.T., yang menetapkan :
Pasal 5.
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik
b. Kerasan psikis
c. Kekerasan seksual,
d. Penelantaran rumah tangga
Pasal 6
“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
Pasal 7
“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
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kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat
pada seseorang.
Pasal 8
“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan
tertentu”
Pasal 9
a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,
atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di
luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.31
B. Ketentuan Pidananya diatur dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 53 undang-
undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang P.K.D.R.T.
31 UU RI No. 23 tahun 2004, op cit., h. 5
32
Pasal 44
a. Setiap orang yang malakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.
000.000,00 (lima belas juta rupiah).
b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah).
c. Dalam Hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta
rupiah).
d. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami
terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 45
a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana
dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp
9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
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b. Dalam hal perbuatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan
atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
Pasal 46
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”
Pasal 47
“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”
Pasal 48
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksdud dalam Pasal 46 dan Pasal 47
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya
selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,
gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak
berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua
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puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah)”
Pasal 49
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)
Pasal 50
Selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan
pidana tambahan berupa:
a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku
dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak
tertentu dari pelaku.
b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan
lembaga tertentu
Pasal 51
“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)
merupakan delik aduan”.
Pasal 52
“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.
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Pasal 53
“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.32
Kekerasan dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestic (privat)
yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi
yang harus dihapuskan. Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan
negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak
pelaku K.D.R.T., dan melindungi korban K.D.R.T. Undang-undang ini juga tidak
bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang.
Undang-undang penghapusan.K.D.R.T. ini justru bertujuan untuk
memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera
dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan
menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Harkutanto bentuk-
bentuk kekerasan dapat berupa Kekerasan Psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk
dibatasi pengertiannya karena sensifitas emosi seseorang sangat berfariasi. Dalam
suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang
pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya.
Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang
timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.
Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada
perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang
32 UU RI No. 23 tahun 2004, op cit., h. 14-17.
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tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal. Penelantaran
perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup
pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada
lingkungan rumah tangga.
Pelanggaran seksual, setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang
dewasa atau perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan
pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur
pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang
dalam bagi perempuan.33
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya K.D.R.T.
Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah
tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal.
Faktor ekternal ini berkaitan erat hubunganya dengan kekuasaan suami
dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Di antaranya:
a. Budaya patriarkhi yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih
unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah
itulah kodrati.
b. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya
seperti Nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik
atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami
berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.
33 UU RI No. 23 tahun 2004, op. cit, h. 268-270.
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c. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan
menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat
sehingga menjadi bagian kehidupan.
Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga antara lain:
a. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi
anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian lemah ini
dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali
dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga
perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari
labeling ini, sering kali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk
melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis,
maupun seksual.
b. Kekuasaan yang berlindung dibawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana
untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya
merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi
pihak yang lemah, namun sering kali kebalikannya bahwa dengan sarana
kekuasaan yang legitimate, penguasa sering kali melakukan kekerasan
terhadap warga atau bawahannya. Dalam kontek ini misalnya negara
terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada
kebutuhan rakyat kecil.
c. Sistem Ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan
terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip
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ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan
sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan
tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan
dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu perempuan menjadi
komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah34.
Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah
kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: a)
sakit mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan,
d) kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, f) citra diri yang rendah, g),
frustasi, h) perubahan situasi dan kondisi, i) kekerasan sebagai sumber daya untuk
menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).
Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negative pada
keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua
bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri
pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan
pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu
atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang
umumnsya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam
karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani
menceritakan keadaanya kepada orang lain.
34 Mufidah et al, Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk
Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, (PT. PSG dan Pilar Media,
2006), h. 8.
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3. Akibat yang Timbul Karena Kekerasan dalam Rumah tangga
Akibat dari kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat
secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya
kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik
seperti memar, patah tulang, cacat fisik, ganggungan menstruasi, kerusakan rahim,
keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan
kematian.
Dari segi psikologis lainya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan
oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga
diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri)
maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan
bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat
diungkapkan.35 Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak
terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga.
Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan
penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak
setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya
terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan
kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual. Kehadiran
anak dirumah tidak membuat laki-laki atau suami tidak menganiaya istrinya.
Bahkan banyak kasus, lelaki penganiaya memaksa anaknya menyaksikan
pemukulan ibunya. Sebagian menggunakan perbuatan itu sebagai cara tambahan
35 Kristi Poerwandari, Kekerasan Terdahap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku
Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung: Alumni, 2000), h. 283.
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untuk menyiksa dan menghina pasangannya. Menyaksikan kekerasan merupakan
pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam
terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa
ibunya sebagian berusaha menghetikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan
orang lain.
Selain terjadi dampak pada istri, bisa juga kekerasan yang terjadi dalam
rumah tangga dialami oleh anak. Diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau
mengalami K.D.R.T adalah:
(a). Sering gugup, (b). Suka menyendiri, (c). Cemas, (d). Sering ngompol, (e).
Gelisah, (f). Gagap, (g). Sering menderita gangguan perut, (h). Sakit kepala dan
asma, (i). Kejam pada binatang, (j). Ketika bermain meniru bahasa dan prilaku
kejam, (k). Suka memukul teman.
Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa
kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah
kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan
melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan
anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. K.D.R.T., memberikan pelajaran pada
anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.
Pada prinsipnya pula, tindakan kekerasan pada anak tidak dapat diterima.
Karena secara konstitusional, Pasal 28 UUD 1945 telah menetapkan bahwa anak
adalah subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan
orang lain, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan termasuk undang-
undang yang pro terhadap anak. Selanjutnya dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945,
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ditentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup (rights to life and
survival), tumbuh, dan berkembang (rights to development), serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi.
Menurut hukum, tumbuh kembang anak mencakup bukan saja aspek fisik,
namun juga psikis, mental, moral, spiritual, sosial, dan alam pikiran anak. Hak
anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (right to life,
survival and development), secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 4 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Diharapkan dengan adanya kampanye Stop Kekerasan Pada Anak dapat
membantu mengurangi kasus kekerasan pada anak, dan membangun kesadaran
dalam masyarakat. Tanpa kesadaran tidak mungkin kita dapat mengatasi
permasalahan ini.
Berbagai bentuk kejahatan (kekerasan) terhadap anak dalam KUHP
tersebut merupakan bentuk khusus dari kejahatan dalam KUHP yang mempunyai
konsekuensi khusus pula. Sementara kejahatan lainnya yang tidak disebutkan
secara tegas bahwa korbannya anak, konsekuensinya sama dengan kejahatan yang
korbanya bukan anak. Jadi, selain yang disebutkan di atas, masih dimungkinkan
adanya kejahatan-kejahatan (kekerarasan terhadap anak.Misalnya, pembunuhan
terhadap anak, dll. Berikutnya hendak dikemukakan berbagai bentuk kekerasan
terhadap anak yang ditetapkan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam
UU Perlindungan Anak. Seperti dikemukakan di atas, bahwa ada beberapa bentuk
kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Bentuk-bentuk
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kekerasan terhadap anak tersebut dijabarkan ke dalam berbagai tindak pidana,
seperti diatur dalam Pasal berikut.
Berbagai bentuk tindak pidana kekerasan pada anak dalam UU
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
Pasal 77
(1) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian
materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
(2) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit
ataupenderitaan fisk, mental, maupun social;
Pasal 78
(1) membiarkan anak dalamsituasi darurat, seperti dalam pengusian, kerusuhan,
bencana alam, dan/ataudalam situasi konflik bersengjata;
(2) membiarkan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkhohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya, anak korban
penculikan, anak korban perdagangan, padahal anak tersebut memrlukan
pertolongan dan harus dibantu;
Pasal 80
(1) melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;
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Pasal 81
(1) melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan
Pasal 82
(1) melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan
cabul;
Pasal 85
(1) melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak;
(2) melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, tanpa
memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan
anak sebagai objeknya tanpa mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak,
secara melawan hukum;
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut memang tidak secara khusus ditujukan
kepada anak, namun yang jelas kekerasan itu dapat mengenai anak, karena dalam
keluarga dimungkinkan ada penghuni yang masih anak.
Beberapa bentuk perbuatan kekerasan dalam Undang-undang
Perlindungan Anak dan Undang-undang penghapusan K.D.R.T sebenarnya sudah
diatur atau ditetapkan oleh KUHP. Kedua Undang-undang tersebut pada dasarnya
hanya menetapan kembali (reformulasi/ rekriminalisasi) dengan memberi nama
baru dan/atau meningkatkan ancaman sanksi pidana. Kebijakan kriminal, menurut
beberapa pakar politik yang mengunakan istilah politik kriminal, adalah suatu
usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan
kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan
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bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat
dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah
perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian dapatlah dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk
men-capai kesejahteraan masyarakat. Sebagai usaha penanggulangan kejahatan.
Dikaitkan dengan kejahatan (kekerasan) terhadap anak, kebijakan kriminal di sini
dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan
pada anak.
Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan pada anak pada
dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan
kesejahteraan anak. Apabila mendasarkan pada pemikiran di atas, maka usaha
penanggulangan kekerasana pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan
sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (non hukum pidana).
Penanggulangan kekerasan pada anak dengan hokum pidana dapat
dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan tahap
eksekusi.Dalam tahap formulasi, pembuat Undang-undang menetapan perbuatan
perbuatan kekerasan pada anak sebagai tindak pidana, artinya bahwa perbuatan-
perbuatan kekerasan pada anak oleh pembuat Undang-undang diberi sanksi
pidana. Pemberian sanksi pidana ini masih bersifat abstrak. Pemberian pidana
yang lebih konkret ada pada tahap aplikasi, yaitu oleh badan peradilan. Sementara
itu, pemberian pidana yang benar-benar konkret adalah pada tahap eksekusi, yaitu
oleh badan eksekusi, misalnya pidana penjara oleh Lembaga Pemasyarakat.
45
Pemberian pidana secara akbstrak, yaitu penetapan perbuatan kekerasan
pada anak sebagai tindak pidana, telah dilakukan pembuat Undang-undang ke
dalam beberapa pasal KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-
undang P.K.D.R.T, seperti telah disebutkan di atas. Pemberian sanksi pidana, baik
secara abstrak maupun yang konkret, diharapkan dapat memberikan efek
pencegah terhadap pelaku maupun pelaku potensial. Di samping penanggulangan
kekerasan pada anak dengan sarana hukum pidana, pembuat undang-undang juga
telah menetapan beberapa kebijakan yang dapat dinilai sebagai upaya
penanggulangan kekerasan pada anak dengan sarana non-hukum pidana.
Dalam undang-undang Perlindungan Anak, kebijakan penangulangan
kekerasan pada anak, dapat diidentifaksi pada bagian upaya perlindungan anak,
yaitu mencakup:
(1) Diwajibkannya ijin penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai
objek penelitian kepada orang tua dan harus mengutamakan kepentingan yang
terbaik bagi anak (Pasal 47);
(2) Diwajibkannya bagi pihak sekolah (lembaga pendidikan) untuk memberikan
perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkungan sekolah dari tindakan
kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya
di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya (Pasal
54);
(3) Diwajibkannya bagi pemerinyah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan anak
terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga (Pasal 55);
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(4) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual, dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan,
serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam
penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual
(Pasal66);
(5) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang
melindungi anak korban tindak kekerasan (Pasal 69). Upaya pencegahan
kekerasan pada anak dengan sarana nonpenal, dalam Undang-undang
P.K.D.R.T, disebutkan: “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga” (Pasal 11). Upaya pencegahan
tersebut adalah: (a) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga; (b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan
edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (c) menyelenggarakan
sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 12).
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BAB III
PENDIDIKAN TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ
A. Macam-macam permasalahan dalam keluarga
Islam telah menetapkan dasar-dasar dan cara menjadi sandaran untuk
membangun keluarga dan melindunginya dari sesuatu yang besar. Termasuk
bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan diantara
mereka, dan timbulnya pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau
ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan dan
kedekatan.
Adapun macam-macam permasalahan besar dalam keluarga, yaitu: (1) an-
nusyuz (kedurhakaan), (2) asy-syiqaq (perselisihan), (3) talak (perceraian), (4)
‘iddah, (5) ila’ dan (6) zhihar.
Oleh karena itu, islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya
perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan
penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebabnya dan mengabaikan atas
permasalahan yang timbul di dalam keluarga karena pengabaian tidak dapat
mengatasi berbagai kesulitan dalam hidup.
Nusyuz dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan
keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah,
dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada
hilangnya ketenangan dan ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya
kesulitan didalam keluarga, diantaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan,
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dan membuka rahasia (aib) keluarga, dan menghilangkan kehormatannya. Hal
tersebut juga menjadikan hilangnya fondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang
telah matang.
Nusyuz adalah kedurhakaan istri atau kekasaran suami. Islam telah
menetapkan bagi suami untuk mengobati istrinya sesuai dengan yang dibolehkan
dalam islam. Perempuan juga diperintahkan untuk mengobati suaminya berupa
ancaman kepadanya dengan kehalusan budi.36
Menurut Hamid ( 1977 : 250 ) nusyuz adalah tindakan istri yang dapat
ditafsirkan menentang atas kehendak suami. Tentu saja kehendak suami yang
tidak bertentangan dengan hukum agama. Apabila kehendak suami bertentangan
atau tidak dapat dibenarkan oleh agama, maka istri berhak menolaknya. Dan
penolakan tersebut bukanlah sifat nusyuz ( durhaka ).
Dalam redaksi lain disebutkan, nusyuz berarti ”tidak taatnya suami atau
isteri kepada pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan”. Ini berarti,
apabila terjadi pembangkangan dalam hal yang memang tidak wajib dipatuhi,
maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Misalnya, istri tidak
mematuhi suami yang menyuruhnya berbuat maksiat, atau suami tidak mematuhi
istri yang menuntut sesuatu di luar kewajiban atau melampaui batas
kemampuannya.37
Yang perlu diperhatikan, adalah nusyuz faktanya berawal dari salah satu
pasangan suami-isteri (pasutri) yang merasa tidak puas, tidak senang, atau bahkan
benci terhadap pasangannya. Apabila terjadi ketidaksenangan atau kebencian dari
36 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), h. 322
37 http:///Nusyuz dalam Perspektif Fikih.htm
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kedua belah pihak secara bersamaan, maka hal semacam itu tidak lagi disebut
sebagai nusyuz, melainkan syiqaq (perselisihan, percekcokan, dan permusuhan).
Namun syiqaq dan permasalahan lain tidak dibahas dalam skripsi ini, hanya pada
nusyuz yang di jelaskan.
Dalam prakteknya, nusyuz bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau
kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan, misalnya, suami suka memaki-maki
dan menghina istri, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan
suami yang lemah lembut. Yang berbentuk perbuatan, misalnya, suami
mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain,
menganggap istrinya seolah-olah tidak ada, atau sebaliknya istri keluar rumah
tanpa sepengetahuan suami, enggan berhubungan seks dengan suami tanpa alasan
yang sah, menghambur-hamburkan biaya rumah tangga di luar batas kewajaran.
B. Sebab-sebab terjadinya nusyuz sehingga menimbulkan kekerasan dalam
rumah tangga
Suami istri ini akan merasakan kebahagiaan hidup dengan pasangannya
apabila keduanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan menjalin
ikatan hidup bersama di atas keikhlasan. Mereka maksudkan dengan kehidupan
bersama itu untuk tolong-menolong menjalankan tugas yang mulia, bukan ingin
mengambil keuntungan untuk diri sendiri tanpa memperdulikan kerugian pada
yang lain. Seorang suami punya hak terhadap istrinya untuk ditaati dalam perkara
yang bukan maksiat kepada Allah, dia harus dihargai, dihormati dan dimuliakan.
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Seorang istri harus menjauhi segala yang dibenci dan tidak disukai oleh suaminya
dan sebaliknya dia harus menjadi sebab dan sumber kebahagiaan bagi suami.
Di sisi lain, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, menunaikan
perkara yang dapat memberikan kebaikan bagi istrinya dan menjaganya jangan
sampai jatuh ke dalam kejelekan, membaguskan pergaulan dengannya, bersikap
lunak dan sabar atas kekurangannya, tidak mencari-cari kesalahannya dan
memaafkan sedikit ketergelinciran yang dilakukannya.
Islam sangat menjaga ikatan suci ini agar tidak sampai terlepas atau
sekedar goncang. Namun sebagai dua insan yang masing-masing memiliki watak,
tabiat dan kepribadian yang berbeda, ditambah lagi pengaruh dari luar, kadang
terjadi kesenjangan hubungan antara keduanya. Ketika itu mungkin didapatkan
istri tidak taat kepada suaminya, meninggalkan kewajiban atau suami mendzalimi
istrinya, tidak memenuhi haknya ataupun masing-masing melanggar hak
pasangannya dan enggan menunaikan kewajiban. Inilah yang dinamakan nusyuz
oleh para fuqaha (ahli fikih).
Nusyuz bisa terjadi dari pihak istri dan bisa pula dari pihak suami ataupun
dari kedua belah pihak. Dan nusyuz ini bisa berupa ucapan ataupun perbuatan dan
bisa kedua-duanya, ucapan sekaligus perbuatan.
1. Nusyuz dari istri
Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Nusyuz-nya istri adalah ia
tidak mentaati suaminya apabila suaminya mengajaknya ke tempat tidur, atau ia
keluar rumah tanpa minta izin kepada suami dan semisalnya dari perkara yang
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seharusnya ia tunaikan sebagai wujud ketaatan kepada suaminya.” (Majmu`
Fatawa, 32/277)
Termasuk nusyuz-nya istri adalah enggan berhias sementara suaminya
menginginkannya. Dan juga ia meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti
meninggalkan shalat, puasa, haji dan sebagainya
Kita mengetahui bahwa nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-
laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena
itu penyembuhannya juga berbeda secara teori, karena berbedanya bentuk nusyuz
antara keduanya. Meskipun terkadang terdapat kesamaan antara keduanya dan
bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan yang lainnya.
Hadits yang berkaitan dengan nusyuz, lebih menyoroti nusyuznya seorang
istri ketika diajak suaminya untuk berhubungan seksual. Maka, untuk mengawali
pembahasan ini diawali dengan hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a
sebagai berikut:
 ْﻨَﻋ ُﱠ ا َﻲِﺿَر ََةﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ٍِمزﺎَﺣ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ِﺶَﻤْﻋَْﻷا ْﻦَﻋ ََﺔﻧاَﻮَﻋ ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٌد ﱠﺪَﺴُﻣ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ ُﻪ
 ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِﱠ ا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ َنﺎَﺒْﻀَﻏ َتﺎَﺒَـﻓ ْﺖََﺑَﺄﻓ ِﻪِﺷَاﺮِﻓ َﱃِإ ُﻪََﺗَأﺮْﻣا ُﻞُﺟﱠﺮﻟا ﺎَﻋَد اَذِإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ
 َﺢِﺒْﺼُﺗ ﱠﱴَﺣ ُﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟا ﺎَﻬ ْـﺘَـﻨَﻌَﻟ
Terjemahnya
“menceritakan Musaddad dan Abu ‘Awaanah dari A’masy dari Abu Haazim dari
Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: apabila suami mengajak
istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan
suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat istri sampai
shubuh”
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Terkadang perilaku istri menyalahi aturan, ia berpaling dalam bergaul
dengan suaminya, lalu ucapannya menjadi kasar, tampaklah kedurhakaan,
meninggalkan ketaatan dan menampakkan perlawanan.
Menyikapi Nusyuz Istri, ada empat tahap jalan keluar yang diajarkan Islam
untuk mengatasi nusyuz isteri. Firman Allah,






Terjemahan :
”Dan perempuan-perempuan (para isteri) yang kamu khawatirkan
nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat-tempat tidur
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah
Maha Tinggi dan Maha Besar.” (QS. An-Nisa’,(4): 34).38
2. Nusyuz dari suami
Nusyuz-nya suami dengan sikapnya yang melampaui batas kepada
istrinya, menyakitinya dengan mendiamkannya atau memukulnya tanpa alasan
syar‘i, tidak menafkahinya dan mempergaulinya dengan akhlak yang buruk.
Apabila seorang istri melihat suaminya menjauh darinya, mungkin karena
kebencian suami terhadapnya atau ketidaksukaannya terhadap beberapa perkara
38 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, op- cit, h. 85
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yang ada pada dirinya seperti parasnya yang jelek, usianya atau karena
ketuaannya ataupun perkaranya yang lain, maka tidak masalah bagi keduanya
untuk mengadakan kesepakatan. (Tafsir Ath Thabari, 5/305-306)
Nusyuz suami dalam Alquran dan fikih Islam disebut juga dengan istilah
i’raadh yang berarti ”berpaling”. Mungkin ini dilatar belakangi oleh kenyataan
bahwa kebanyakan nusyuz suami dalam prakteknya sering berupa
”keberpalingan” dari istri. Bisa jadi sebabnya adalah tindakan isteri yang kurang
”memuaskan”, atau keadaan istri yang sudah tidak lagi memperhatikan atau
menjaga penampilan dan kecantikannya.
Menghadapi nusyuz suami, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-
Nisa’/ 4: 128:








Terjemahannya:
”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh
dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS.
An-Nisa (4): 128.
Adapun bagi istri diperkenankan memilih antara dua hal, yakni:
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1. Bersabar dan mengikuti jalan damai dengan cara, misalnya, meminta
pengertian dan mengingatkan ”kelalaian” suaminya, atau menggunakan
perantara juru damai untuk menengahi dan membantu menyelesaikan masalah.
2. Mengajukan khulu’ (gugat cerai) ke pengadilan. Ini sudah sepatutnya
dilakukan jika perceraian dinilai secara rasional dan sosial sebagai langkah
terbaik untuk menyelamatkan kedua belah pihak dari kemudaratan yang sulit
ditanggulangi selama ikatan perkawinan masih berlangsung.
Khulu’ secara etimologi berarti menanggalkan atau melepaskan.
Sedangkan menurut terminologi fikih, khulu’ secara umum dapat diartikan
sebagai ”pengajuan gugat cerai yang dilakukan istri dengan kesediaannya
membayar ganti rugi (iftidaa’) kepada suaminya, sehingga suaminya menjatuhkan
talak”, atau ”perceraian dengan ganti rugi dari pihak istri kepada suami”.
Terkait dengan khulu’ ini, di dalam literatur fikih terdapat pembahasan
yang cukup panjang, mulai yang berkenaan dengan kontroversi seputar definisi
khulu’ menurut masing-masing mazhab, kriteria tentang boleh dan tidaknya ganti
rugi diambil oleh suami, hingga masalah kedudukan hukum apakah khulu’ itu
termasuk kategori faskh (lepasnya hubungan suami-istri karena ada kerusakan
dalam akad) atau talak ba’in (talak akhir yang menutup peluang rujuk).
Asbabun nuzul ayat di atas adalah: menerangkan sikap yang harus diambil
oleh seorang istri bila ia melihat sikap nusyuz dari suaminya. seperti tidak
melaksanakan kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana mestinya, tidak
memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih
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sayangnya dan sebagainya. Hal ini mungkin ditimbulkan oleh kedua belah pihak
suami dan istri atau disebabkan oleh salah satu pihak saja. Jika demikian halnya,
maka hendaklah istri mengadakan musyawarah dengan suaminya, mengadakan
pendekatan, perdamaian di samping berusaha mengembalikan cinta dan kasih
sayang suaminya yang telah mulai pudar.
Dalam hal ini tidak berdosa jika istri bersikap mengalah kepada suaminya,
seperti bersedia beberapa haknya dikurangi dan sebagainya. Usaha mengadakan
perdamaian yang dilakukan istri itu, bukanlah berarti bahwa istri harus bersedia
merelakan sebahagian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, tetapi untuk
memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya, sehingga dengan demikian
suami ingat kembali kepada kewajiban kewajiban yang telah ditentukan Allah Swt.
Allah Swt berfirman:
…… ِﻬْﻴَﻠَﻋ يِﺬﱠﻟا ُﻞْﺜِﻣ ﱠُﻦَﳍَولﺎَِﺟّﺮِﻠﻟَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟ ِ  ﱠﻦ ٌﺔَﺟَرَد ﱠﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ..………..
Terjemahannya:
“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
daripada istrinya... (Q.S. Al-Baqarah(2): 228).
Damai dalam kehidupan keluarga menjadi tujuan agama dalam mensyariatkan
pernikahan. Karena itu hendaklah kaum Muslimin menyingkirkan segala macam
kemungkinan Yang dapat menghilangkan suasana damai itu dalam keluarga.
Hilangnya suasana damai dalam keluarga membuka kemungkinan terjadinya
perceraian yang dibenci Allah Swt. Allah SWT mengingatkan bahwa kikir itu
termasuk tabiat manusia. Sikap kikir timbul karena manusia mementingkan dirinya
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sendiri, kurang memperhatikan orang lain, walaupun orang lain itu adalah istrinya
sendiri atau suaminya. Karena itu waspadalah terhadap sikap kikir itu. Hendaklah
masing-masing pihak dari suami atau istri bersedia beberapa hak dikurangi untuk
menciptakan suasana damai di dalam keluarga. Jika suami berbuat kebaikan
dengan menggauli istrinya dengan baik kembali, memupuk rasa cinta dan kasih
sayang melaksanakan kewajiban kewajibannya terhadap istrinya maka Allah SWT
mengetahuinya dan memberi balasan yang berlipat ganda.
3. Sebab Terjadinya Nusyuz
Seorang suami yang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya adalah
suami yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya
dan dia memperoleh hak-haknya dari istri yang telah Allah tetapkan untuknya.
Sedangkan istri yang berbahagia adalah istri yang menunaikan kewajiban-
kewajibannya dan memenuhi hak-hak suaminya. Namun terkadang salah seorang
dari pasangan suami istri ini ataupun kedua-duanya berbuat nusyuz, tidak
menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan hingga kebahagiaan yang didamba
hanya sebatas fatamorgana.
Nusyuz ini ditimbulkan oleh beberapa sebab, bisa jadi sebabnya datang
dari pihak istri atau dari pihak suami, pihak kerabat atau orang luar, atau karena
faktor lain.
Pertama, sebab yang datang dari pihak istri, di antaranya:
• Seorang istri sibuk berkarier di luar rumah hingga menelantarkan urusan rumah
tangganya, bahkan suami pun tersia-siakan.
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• Istri tidak mengetahui bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, tidak
mengerti hak dan kewajibannya terhadap suami.
• Khayalan seorang wanita sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam
bayangannya pernikahan itu ibarat taman bunga yang selalu indah, harum
semerbak, didampingi seorang kekasih yang selalu sejalan, penuh cinta dan
pengertian. Namun ketika ia memasuki kehidupan rumah tangga, ia tidak
mendapatkan apa yang dia khayalkan sebelumnya hingga kekecewaan merebak
di hatinya.
Kedua, sebab yang timbul dari pihak suami. Terkadang suami menjadi sebab
kedurhakaan istrinya, misalnya karena ia terlalu bakhil kepada keluarganya,
sangat emosional, keras dan kaku dalam tindakan, melangkah dan bertindak
tanpa peduli dengan istri dan tidak berupaya memberi pemahaman padanya atau
mengajaknya bertukar pendapat.
Ketiga, sebab nusyuz dari pihak keluarga istri. Seperti wanita yang menikah
dengan seorang laki-laki karena dipaksa oleh walinya, padahal ia tidak
menyukai laki-laki tersebut, sehingga ketika memasuki kehidupan rumah tangga
dengannya, ia tidak bisa mentaatinya atau malah membencinya.
Keempat, sebab nusyuz karena faktor lain. Seperti adanya perbedaan kejiwaan
dan akhlak antara suami istri, meningkatnya taraf kehidupan/ekonomi keluarga,
menyimpangnya pemikiran salah seorang dari keduanya, atau sakitnya salah
seorang dari mereka atau cacat sehingga menghalanginya untuk menunaikan
kewajibannya. (An Nusyuz, hal. 28-33, Shalih bin Ghanim As Sadlan)
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4. Cara Mengatasi Istri Nusyuz
Tahap pertama, pemberian nasihat. Yaitu, dengan cara mengingatkan istrinya
secara sopan, lemah lembut dan jelas, agar bisa menyadari kesalahan-kesalahan
yang telah dilakukan. Juga dengan menasihatinya agar bsertakwa kepada Allah
SWT dan belajar lebih baik mengenai apa yang menjadi kewajiban isteri kepada
suami. Namun, sebelum melangkah ke tahap pemberian nasihat ini, suami
tentunya harus melakukan introspeksi terlebih dahulu. Karena, bisa jadi
nusyuznya istri tersebut adalah sebagai dampak atau akibat dari kesalahan suami
sendiri. Jika ini yang terjadi maka suamilah yang harus berbenah. Tapi, jika
memang terbukti istri yang bersalah, maka barulah tahap pemberian nasihat ini
bisa dilaksanakan. Saat memberikan nasihat, baik juga dijelaskan kepada isteri
bahwa nusyuz secara hukum bisa menggugurkan hak-hak istri atas suaminya.
Tahap kedua, berpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Ini merupakan tahap
lanjutan, ketika tahap pertama tidak berhasil menyudahi nusyuz istri. Khusus
mengenai tidak bertegur sapa, batas waktu yang diperbolehkan adalah maksimal
tiga hari. Nabi bersabda, ”Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur
sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam.” (HR. Abu Dawud,
dan an-Nasa’i)
Tahap ketiga, memukul isteri dengan pukulan yang ringan dan tidak melukai.
Dalam konteks ini, syariat memberikan kriteria sebatas apa pemukulan boleh
dilakukan, yaitu:
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1. Tidak memukul bagian muka (wajah), karena muka adalah bagian tubuh
yang paling terhormat.
2. Tidak memukul perut atau bagian tubuh lain yang yang dapat
menyebabkan kematian atau kemudaratan, karena pemukulan ini tidak
dimaksudkan untuk mencederai, melainkan untuk mengubah sikap nusyuz
istri.
3. Tidak memukul di satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan
memperbesar timbulnya bahaya.
4. Tidak memukul dengan alat yang bisa melukai. Dalam hal ini, mazhab
Hanafi menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang
dari itu, sesuai sabda Nabi, ”Tidak dibenarkan seorang dari kamu
memukul dengan pemukul yang lebih dari sepuluh lidi kecuali untuk
melakukan hal yang telah ditetapkan olah Allah SWT.” (HR. Al-Bukhari
dan Muslim)
Asbabun nuzul ayat ini adalah: Allah menjelaskan bahwa kaum laki-laki
adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah; bertanggung jawab
penuh terhadap kaum wanita yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya.
Oleh karena itu wajib bagi setiap istri menaati suaminya. Dan apabila suami tidak
memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya
kepada hakim yang berwenang menyelesaikannya. Menurut riwayat Ibnu Abi
Hatim bahwa:
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 َﺟ َءﺎ ِت ْﻣا َﺮ َأ ُة ِإ َﱃ ِﱯﻨﻟا َﺻ ُﷲ ﻰﻠ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َﻢﻠ َﺗ ْﺸ ُﻜ ْﻮ َأ َز ن ْو َﻬﺟ ـَﻓ ﺎﻬﻤﻄﻟ ﺎ َﻘ َلﺎ َر ُﺳ ْﻮ ُل ِﷲ َﺻ ُﷲ ﻰﻠ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ
 َو َﺳ َﻢﻠ ْﻟا : ِﻘ َﺼ ُصﺎ
Terjemahannya:
“Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw bahwa suaminya telah
memukulnya. Rasulullah saw bersabda: "Ia akan dikenakan hukum kisas”.
(H.R. Hasan Al Basri dari Muqatil)
Diriwayatkan pula bahwa wanita itu kembali ke rumahnya dan suaminya
tidak mendapat hukuman kisas sebagai balasan terhadap tindakannya, karena ayat
ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya. Yang dimaksud
dengan istri yang saleh dalam ayat ini ialah istri yang disifatkan dalam sabda
Rasulullahsaw:
 َﺧ ُْﲑ ِﻟا َﺴﻨ ِءﺎ َﻟا ِﱵ ِإ َذ َﻧ ا َﻈ ْﺮ َت ِإ َﻟ ـْﻴ َﻬ َﺳ ﺎ َﺮ ْﺗ َﻚ َو ِإ َذ َأ ا َﻣ ْﺮ ََ َأ ﺎ َﻃ َﻋﺎ ْﺗﺎ َﻚ َو ِإ َذ َﻏ ا ْﺒ َﺖ َﻋ ـْﻨ َﻬ َﺣ ﺎ ِﻔ َﻈ ْﺘ َﻚ ِﰲ َﻣ ِﻟﺎ َﻚ َو ِﰲ
 ـَﻧ ْﻔ ِﺴ َﻬﺎ
Asbabun nuzul ayat ini adalah: Allah menjelaskan bahwa kaum laki-laki
adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah; bertanggung jawab
penuh terhadap kaum wanita yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya.
Oleh karena itu wajib bagi setiap istri menaati suaminya. Dan apabila suami tidak
memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya
kepada hakim yang berwenang menyelesaikannya. Menurut riwayat Ibnu Abi
Hatim bahwa:
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 َﺟ َءﺎ ِت ْﻣا َﺮ َأ ُة ِإ َﱃ ِﱯﻨﻟا َﺻ ُﷲ ﻰﻠ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َﻢﻠ َﺗ ْﺸ ُﻜ ْﻮ َأ ْن َز ْو ِﺟ َﻬ ـَﻓ ﺎﻬﻤﻄﻟ ﺎ َﻘ َلﺎ َر ُﺳ ْﻮ ُل ِﷲ َﺻ ُﷲ ﻰﻠ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ
 َو َﺳ َﻢﻠ ْﻟا : ِﻘ َﺼ ُصﺎ
Terjemahannya:
“Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw bahwa suaminya telah
memukulnya. Rasulullah saw bersabda: "Ia akan dikenakan hukum kisas”.
(H.R. Hasan Al Basri dari Muqatil)
Diriwayatkan pula bahwa wanita itu kembali ke rumahnya dan suaminya
tidak mendapat hukuman kisas sebagai balasan terhadap tindakannya, karena ayat
ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya. Yang dimaksud
dengan istri yang saleh dalam ayat ini ialah istri yang disifatkan dalam sabda
Rasulullah saw:
 َﺧ ُْﲑ ِﻨﻟا َﺴ ِءﺎ َﻟا ِﱵ ِإ َذ َﻧ ا َﻈ ْﺮ َت ِإ َﻟ ـْﻴ َﻬ َﺳ ﺎ َﺮ ْﺗ َﻚ َو ِإ َذ َأ ا َﻣ ْﺮ ََ َأ ﺎ َﻃ َﻋﺎ ْﺗﺎ َﻚ َو ِإ َذ َﻏ ا ْﺒ َﺖ َﻋ ـْﻨ َﻬ َﺣ ﺎ ِﻔ َﻈ ْﺘ َﻚ ِﰲ َﻣ ِﻟﺎ َﻚ َو ِﰲ
 ـَﻧ ْﻔ ِﺴ َﻬ ﺎ
Terjemahannya:
"Sebaik-baik perempuan ialah apabila engkau melihatnya menyenangkan
hatimu, dan apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, dan apabila
engkau tidak berada di sampingnya ia memelihara hartamu dan menjaga
dirinya" (H.R. Ibnu Jarir dan Baihaqy dari Abu Hurairah).
Inilah yang dinamakan istri yang saleh, sedang yang selalu membangkang
dinamakan istri yang nusyuz (yang tidak taat). Selanjutnya Allah menerangkan
bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap istri yang tidak taat kepadanya
(nusyuz), yaitu menasihatinya dengan baik, kalau nasihat itu tidak berhasil, maka
suami berpisah dari tempat tidur istrinya, dan kalau tidak berubah juga, barulah
memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak
meninggalkan bekas.
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Setelah itu Allah memperingatkan para suami, bila istri sudah kembali taat
kepadanya, janganlah lagi suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya,
seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah
lembaran hidup baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu.
Bertindaklah dengan baik dan bijaksana, karena Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Besar.
Dalam konteks ini, apabila pemukulan tenyata mengakibatkan wafatnya
istri, maka suami dikenai hukum qishash, karena ia telah mengabaikan syarat
pemukulan yang mengharuskan terpeliharanya keselamatan istri. Ini menurut
mazhab Hanafi dan Syafi’i. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali,
suami tidak dikenai hukum qishash, karena pemukulan tersebut dibenarkan oleh
syariat, selama dilakukan sesuai kriteria yang berlaku.
Yang perlu diperhatikan, meski pemukulan terhadap isteri yang nusyuz
boleh dilakukan sesuai kriteria di atas, namun akan lebih baik lagi jika pemukulan
itu dihindari. Ini sesuai dengan Sabda Nabi, ”Dan tidak memukul adalah tindakan
yang terbaik bagi kamu.” (HR. al-Bukhari)
Tahap keempat, mengutus juru damai. Tahapan ini sebetulnya merupakan salah
satu langkah untuk mengatasi syiqaaq, bukan sekedar nusyuz. Syiqaaq sendiri
secara umum dapat dimengerti sebagai ”perselisihan yang tajam dan mengarah
pada perceraian”, yaitu kondisi ketegangan yang biasanya merupakan kelanjutan
dari nusyuz yang tidak tertanggulangi.
Firman Allah, ”Kemudian jika kamu menghawatirkan perselisihan antara
keduanya, hendaknya kamu mengutus hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki
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dan hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya menginginkan berdamai,
niscaya Allah akan memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui dan Maha Mengenal ” (QS. an-Nisaa’, 4: 35).
Tujuan utama pengutusan hakam atau juru damai adalah untuk membuka
peluang damai bagi suami-istri yang sedang berselisih. Ini dilakukan selama jalan
damai masih mungkin ditemukan dan akan berdampak kebaikan bagi keduanya.
Namun, jika ternyata damai tidak mungkin tercapai, bahkan justru akan
menimbulkan kemudaratan, sehingga suami-istri yang sedang berselisih tersebut
lebih baik dipisahkan, maka yang menjadi tugas hakim selanjutnya adalah
mempersiapkan prosedur perceraian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya menurut cara yang patut dan ihsan (budi dan tindakan yang baik).
Keempat tahapan ini, menurut jumhur al-’ulama (mayoritas ulama),
termasuk mazhab Hanbali, harus dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan
dengan tingkat atau kadar nusyuz istri. Dimulai dari yang teringan, yakni tahap
pertama, hingga yang paling berat, yakni tahap terakhir. Sedangkan menurut
Imam Syafi’i dan Imam Nawawi, seorang ulama mazhab Syafi’i, keempat tahapan
itu tidak harus dilaksanakan secara berjenjang. Artinya, suami boleh mengambil
langkah dan tahapan yang mana saja yang dianggapnya paling tepat untuk
mengatasi masalah nusyuznya istri, bahkan tahap yang terberat sekalipun.
Pendapat pertama kemunculannya dilatarbelakangi oleh pemahaman
bahwa kata sambung berupa huruf wau (yang berarti: ”dan”) dalam QS. An-
Nisaa’, 4: 35, fungsinya adalah untuk menunjukkan makna berurutan atau
berjenjang. Sedangkan menurut pendapat kedua, fungsi kata sambung wau
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tersebut adalah sekedar menunjukkan makna ketergabungan, yang bukan berarti
harus berurutan ataupun berjenjang.
BAB IV
ANALISIS REGULASI KDRT
A. Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga
Berdasarkan hasil penelitian data-data dari berbagai macam literatur-
literatur yang penyusun kumpulkan setelah adanya Undang-Undang tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penyusun dapat menyimpulkan
bahwa persoalan kekerasan terhadap istri berkaitan erat dengan persoalan tindakan
kriminalitas, meskipun pada awalnya dimulai dari persoalan sepele, kemudian
dilakukan terus menerus yang berakumulasi sampai pada puncaknya menjadi
sebuah kriminalitas yang pada mulanya hal seperti ini dimulai dari stres masalah
tekanan ekonomi, suami cemburu buta, ketidak adilan gender yang dipengaruhi
oleh faktor budaya. Dari sekian permasalah ini suami bisa melakukan tindakan
semena-mena terhadap istrinya.
Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang
kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana
perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah
terhadap dirinya sendiri. K.D.R.T., seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan
lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan
harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya
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karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang
dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran
dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal
umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap
bangsa, kelas, agama maupun wilayah.
Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat
sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan
serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat
pada dirinya.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah
mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini,
masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan
khusus memberikan perhatian terhadap K.D.R.T. Tindakan untuk memukul
perempuan, misalnya, telah dimasukan di dalam konvensi HAM internasional
maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang
telah meratifikasinya.39
Pengaruh negatif dari K.D.R.T., pun beraneka ragam dan bukan hanya
bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada
di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita
oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari K.D.R.T.,
akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak
bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas
39http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html
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dari viktimisasi perempuan, K.D.R.T., juga mengakibatkan retaknya hubungan
keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.
Penelitian ini memberikan fokus pada isu perlindungan terhadap perempuan
melalui undang-undang penghapusan K.D.R.T., di negara berkembang, yaitu
Indonesia. Deskripsi dan analisa perbandingan dihadirkan untuk memberikan
solusi hukum terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa
masyarakat di suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar dalam
pembuatan proses undang-undang penghapusan K.D.R.T.
B. Analisis Regulasi K.D.R.T. dan pendidikan terhadapa istri yang nusyuz
Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34 jika dipahami dengan teliti kekerasan
dalam rumah tangga tidak diperbolehkan. Jika istri Nusyuz tindakan-tindakan
yang patut dilakukan suami terhadap istri yaitu dengan cara beri mereka petunjuk
dan pengajaran, ajari mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahanya.
Jika dengan cara ini istri tetap saja membangkang, maka pisahkanlah mereka dari
tempat tidur mereka, adapun mendiamkan istri dengan tidak mengajak berbicara
tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari. Ada pula perempuan yang harus dihadapi
dengan cara yang lebih kasar, yaitu dengan cara yang ketiga pukulah mereka,
akan tetapi pemukulan ini tidak boleh membuat luka pada istri. Dalam memukul
hendaknya dijauhkan dari tempat tempat yang menghawatirkan seperti muka serta
dijauhkan dari pandangan anak-anaknya. Karena tujuan dari pemukulan ini yaitu
untuk memberi pelajaran dan bukan untuk membinasakan. Dalam pemukulan ini
ada statemen yang perlu diperhatikan yaitu pertama, pemukulan tidak boleh
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diarahkan ke wajah, kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan
dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga pemukulan
dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan dalam rangka
sepanjang memberikan efek manfaat bagi kutuhan dan keharmonisan kembali
relasi suami istri. Apabila suami telah memberikan nafkah pada istrinya akan
tetapi istri tetap membangkang dan menyeleweng, suami berhak meminta kembali
sisa nafkah yang telah diberikanya, artinya jika istri tetap membangkang pada
suaminya mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena nafkah diterima
sebagai imbalan terikatnya istri ditangan suami. Hal ini disepakati oleh imam
Syafi’i dan Muhammad bin Hambal.
C. Makna “Pukul” dalam Surah an-Nisa ayat 34 menurut hukum Islam
Kekerasan dalam rumah tangga (K.D.R.T) khususnya kekerasan terhadap
istri ditinjau dari kaca mata Syariah Banyak kejadian K.D.R.T. diakibatkan karena
kurangnya komunikasi antara suami istri, ada juga karena rasa superioritas
seorang suami atas istri, karena faktor ekonomi, tidak terpenuhinya Nafkah Lahir
Batin dll. Perlu ditegaskan kepada para suami bahwa islam telah memberikan
Dhawabith atau aturan main / batas-batas atas pemukulan terhadap istri Kapan
pemukulan itu harus dilakukan dan seberapa kuat pukulan itu mendarat di tubuh
wanita, ini yang seharusnya diketahui oleh para suami sehingga tidak terjadi lagi
K.D.R.T yang berakibat pada cedera nya istri atau sampai pada tingkat cacatnya
salah satu organ tubuh.
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Kutipan ayat dalam surat an-nisaa ayat: 34 yang artinya: “…dan apabila
kalian ( laki-laki) takut akan Nusyuz ( ketidak taatan / keras kepala ) mereka
(istri) maka berilah nasehat kepada mereka dan pisahkanlah ranjang serta pukul
lah mereka, bila mereka taat kepada kalian maka janganlah mencari-cari celah
untuk memukul mereka….”
Dua pertanyaan di atas, Kapan dan Seberapa berat pukulan yang harus
diterima sorang istri, kiranya sudah terjawab pada Firman Allah swt dan Khotbah
Rasulullah Saw diatas. Tapi di sini penyusun ingin menjelaskan bahwa
pemukulan atau dalam hal ini disebut dengan Ta’diib adalah kata bahasa arab
dalam bentuk Masdar dari kata addaba-yuaddibu (membuatnya beradab) terhadap
istri itu harus beralasan serta berjenjang dan bertahap.
Nusyuz menjadi alasan dilakukannya At-ta’diib At-tadarrujiy ( Per-adab-
ban Berjenjang). Artinya untuk menjadikan seorang istri yang beradab, berakhlak
mulia dan patuh perlu adanya penjenjangan. Jadi, untuk mencapai tingkat
pemukulan membutuhkan tahapan. Kalau kita perhatikan ayat diatas, tahapan
yang dilaksanakan pertama adalah Nasehat, yaitu menasehatinya dengan Hikmah
dan Mau’izhah Hasanah dan dengan ayat-ayat dan hadits targhiib wa tarhiib
(menyenangkan dan menakutkan). Apabila dengan Nasehat tidak berefek, maka
tahapan yang kedua adalah Pisah Ranjang, para ulama menafsirkan pisah ranjang
meliputi tiga makna yaitu, 1. Tidak tidur bersama. 2. Tidak melakukan hubungan
suami istri 3. Tidak berbicara dengannya kecuali hanya sekedarnya saja ( hal yang
penting saja ) karena dalam islam tidak dibolehkan untuk tidak berbicara dengan
seseorang diatas tiga hari. Seandainya ini juga tidak membuatnya jera maka tahap
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yang ketiga adalah Pemukulan, kalau kita perhatikan khotbah Rasulullah saw di
Padang Arafah yaitu menjelaskan ayat dalam surat an-nisaa diatas tentang
pemukulan, bahwasanya pemukulan terhadap istri mempunyai etika dan
aturannya.
Etika dan aturanya menurut para Ulama adalah Pertama, seorang suami
dilarang keras memukul istri di wajahnya Kedua, tidak dibolehkan seorang suami
menjelek-jelekkan istrinya Ketiga, Pemukulan tidak boleh sampai membekas (min
ghairi mubarrih) seperti tubuh membiru, melukai, apalagi sampai mencederai
anggota tubuh. Dalam islam pukulan yang dimaksud adalah menepuk tiga kali
punggung istri dengan lembut atau menepuknya dengan batang siwak secara
perlahan tiga kali. Artinya, pukalan bukan untuk menyakiti apalagi sampai
mencederai akan tetapi pukulan itu untuk memberi adab atau peringatan bahwa
setelah itu adalah perpisahan. Sebagian ulama juga mengatakan seorang suami
tidak perlu terburu-buru mengambil langkah ketiga. Ia seharusnya bersabar atas
pembangkangan istrinya Kalau istrinya masih juga membangkan terus menerus
barulah seorang suami mengambil langkah ketiga ini.
Menurut hemat penyusun, bila diantara suami-istri mengerti dan faham
akan hak-hak dan kewajibanya serta mengetahui rambu-rambu dan aturan main
dalam berumah tangga maka tidak akan ada yang namanya K.D.R.T. Dalam
sebuah Hadits Rasulullah Saw bersabda: “Orang yang terbaik di antara kalian
adalah orang yang cinta dan sayang pada keluarganya dan Aku adalah orang yang
paling baik dari kalian terhadap keluargaku“. Sudah sangat jelas firman Allah Swt
70
kepada Rasulullah Saw: “…sekiranya Kamu (Muhammad) berkeras hati kepada
mereka, maka mereka akan lari dariMu…”
Dari penjelasan ayat 34 surah an-Nisa oleh para mufassir, maka dapat
disimpulkan bahwa nusyuz adalah kedurhakaan istri atau suami terhadap
kewajibannya. Dalam hadits di depan mencerminkan bagaimana nusyuz seorang
istri ketika diminta berhubungan seksual. Kemudian perspektif hadits terhadap
penyelesaian dari nusyuz tersebut bisa dilihat hadits dari kitab Sunan Ibn Majjah
yang berbunyi:
 َﺴِّﻨﻟ ِ  اﻮُﺻْﻮَـﺘْﺳا َﺸِﺣﺎَِﻔﺑ َﲔِْﺗ َ  ْنَأ ﱠﻻِإ َﻚِﻟَذ َْﲑَﻏ ﺎًﺌ ْـﻴَﺷ ﱠﻦُﻬ ْـﻨِﻣ َنﻮُﻜِْﻠَﲤ َﺲَْﻴﻟ ٍناَﻮَﻋ ْﻢَُﻛﺪْﻨِﻋ ﱠُﻦ ﱠ َِﺈﻓ ًاْﲑَﺧ ِءﺎ ٍﺔ
 َﻼَﻓ ْﻢُﻜَﻨَْﻌﻃَأ ْنَِﺈﻓ ٍِّحَﱪُﻣ َْﲑَﻏ ًْﺮَﺿ ﱠﻦُﻫُﻮِﺑﺮْﺿاَو ِﻊِﺟﺎَﻀَﻤْﻟا ِﰲ ﱠﻦُﻫوُﺮُﺠْﻫَﺎﻓ َﻦْﻠَﻌَـﻓ ْنَِﺈﻓ ٍﺔَﻨِّﻴَـﺒُﻣ ﱠﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ اﻮُﻐ ْـﺒَـﺗ
 ـُﻳ َﻼَﻓ ْﻢُﻜِﺋﺎَﺴِﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻜﱡﻘَﺣ ﺎﱠﻣََﺄﻓ ﺎﻘَﺣ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ْﻢُﻜِﺋﺎَﺴِِﻨﻟَو ﺎﻘَﺣ ْﻢُﻜِﺋﺎَﺴِﻧ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ ﱠنِإ ًﻼﻴِﺒَﺳ ْﻢُﻜَﺷُﺮُـﻓ ﱠﻦَﺌِّﻃَﻮ
 ﱠﻦُﻬﱡﻘَﺣَو َﻻَأ َنﻮُﻫَﺮْﻜَﺗ ْﻦَﻤِﻟ ْﻢُﻜِﺗﻮُﻴُـﺑ ِﰲ ﱠنَذَْ  َﻻَو َنﻮُﻫَﺮْﻜَﺗ ْﻦَﻣ ِﰲ ﱠﻦِﻬَْﻴِﻟإ اﻮُﻨِﺴُْﲢ ْنَأ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ
 ﱠﻦَِِﻮْﺴِﻛ, ﱠﻦِﻬِﻣﺎََﻌﻃَو
Terjemahnya:
“Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena
mereka ini ibarat tawanan di tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka
sedikitpun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang
nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat
tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada
kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka.
Sesungguhnya kalian punya hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka punya hak
terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah, mereka tidak boleh
memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada
kalian adalah, kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan
baik.” (Riwayat Ibn Majah dan At Tirmidzi)
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Kata ﺔَﺸِﺣَﺎﻓ ٍﺔَﻨِّﻴَـﺒُﻣ ulama mengartikannya sebatas pada tindakan
penyelewengan istri terhadap suami seperti nusyuz, perilaku yang tidak baik
ataupun menyakiti hati suami. Dalam runtutan hadits tersebut diterangkan bahwa
jika melakukan  ِّﻴَـﺒُﻣﺔَﺸِﺣَﺎﻓ ٍِﺔَﻨ maka ditanganinya dengan berhiijrah tempat tidur
dengannya. Para mufassir dalam mengartikan ini seperti Ibnu Abbas bahwa
maksudnya jangan menyetubuhinya, jangan tidur dekatnya, atau belakangi dia
sewaktu tidur. Jika tetap maksiat maka istri diperkenankan dipukul tapi dengan
ringan atau tidak membekas. Dalam hadits lain menyatakan tidak kena wajah atau
bagian kepala. Memang untuk saat ini permasalahan “pukulan” dalam nusyuz ini
menjadi kontroversial karena sudah dianggap kontaproduktif untuk melunakkan
istri.
Dalam tahap ketiga, “pukulan” ada perbedaan menafsiran. Ini berawal dari
perbedaan penafsiran pada QS. An-Nisa: 34. Ulama klasik mengartikan dengan
nyata suatu pukulan tapi dengan syarat tidak menyakitkan dan bukan pada wajah
dan bagian kepala. Sedangkan ulama kontemporer mengartikan “pukulan” disana
adalah memberikan contoh.
Dari beberapa uraian di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara
Undang-undang penghapusan K.D.R.T dengan hukum Islam yang diantaranya
yaitu:
1. Perbedaan
a. Dalam hal pemberlakuan hukum
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Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada
tanggal 14 September 2004 RUU disetujui oleh anggota DPR, dan pada tanggal
22 September 2004 menjadi Undang-undang. Sedangkan hukum Islam itu sendiri
diberlakukan sebelum 2 (dua) abad
b. Dalam hal tujuanya
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
mempunyai beberapa tujuan diantaranya:
 Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
 Melindungi korban kekerasan
 Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
 Memelihara keutuhan rumah tangga
Sedangkan dalam hukum Islam yaitu berbicara mengenai relasi suami istri
yang memberikan pengertian bahwa sebuah perkawinan harus dijalani dengan
suasana hati yang damai, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri yang
tidak lain tujuanya untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan
rahmah.
c. Dalam hal ketentuan hukum pidana
Ketentuan pidana dalam Undang-undang sudah terperinci yaitu pasal 44
sampai dengan pasal 50, sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana bersifat
umum dan elastis sehingga bisa mencakup semua peristiwa seperti dalam had,
qishas dan diyat dibatas sedangkan mengenai hal-hal yang sekiranya merupakan
tindakkan penganiayaan dalam firman Tuhan akan dihukum dengan dosa bagi
orang yang melakukannya.
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Dalam undang-undang penghapusan K.D.R.T ditentukan satu atau dua
hukuman dengan batas terendah dan tertinggi sehingga hakim terbatas dalam
menentukan hukumanya. Sedangkan dalam hukum Islam ditentukan secara jelas
sehingga hakim tidak menciptakan sendiri dalam had, qishos dan diyat, sedang
dalam ta’zir memberi pilihan dan hakim bisa menghentikan pelaksanaan
hukumannya.
2. Persamaan
a. Dalam hal melakukan kekerasan
Pasal 5 huruf a “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam
lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kerasan psikis, kekerasan
seksual, atau penelantaran rumah tangga. Sedangkan dalam hukum Islam
menjelaskan pola relasi yang didasarkan pada mu’asyarah bil ma’ruf, maka jangan
saling melakukan kekerasan baik istri maupun suami.
b. Dalam hal asas yang digunakan
Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 dengan asas penghormatan
terhadap martabat manusia, serta anti kekerasan atau diskriminasi dan juga asas
perlindugan terhadap korban. Sedangkan dalam al-Qur’an itu sendiri merupakan
semangat pembebasan dalam menjalin keseimbangan antara nilai kemanusiaan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya
maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir dengan
harapan mendapatkan saran-saran dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan
selanjutnya, maka dengan ini penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Regulasi K.D.R.T dan pola pendidikan terhadap istri yang nusyuz menurut
hukum Islam yaitu: persoalan undang-undang penghapusan K.D.R.T dan
Hukum Islam mempunyai semangat yang sama yang melandasi dua
hukum tersebut, adalah penghormatan terhadap martabat manusia,
kaitannya dengan hak-hak suami istri dalam rumah tangga, serta arti
kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Hanya saja dalam
undang-undang sudah jelas mengenai ketentuan pidananya, sedangkan
dalam hukum Islam tidak di dapatkan ketentuan pidana bagi mereka yang
melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, akan tetapi
kembali pada konsep perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.
Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam jangan dipahami
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secara tekstual, namun harus dilihat juga tujuannya. Yang pada dasarnya
tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang
sakinah, mawaddah, warahmah. Dari sini jelaslah bahwa kekerasan
terhadap istri dalam rumah tangga menurut undang-undang penghapusan
K.D.R.T dan hukum Islam tidak diperbolehkan. Adapun mengenai
pendidikan terhadap istri yang nusyuz telah dijelaskan dalam Surah An-
Nisa ayat 34 secara terperinci, yaitu dengan menasehati, jikalau belum
berhasil maka dengan cara berpisah tempat tidur, dan jika belum berhasil
maka al-Qur`an menganjurkan untuk memukul. Tetapi hendaklah dipikir
lebih lanjut jika ingin melakukan pemukulan, yang mana pukulan itu
merupakan salah satu dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga,  yang
dapat mengakibatkan pelaku akan terkena sanksi oleh undang-undang.
2. Adapun mengenai akibat yang akan timbul jika terjadi kekerasan dalam
rumah tangga yaitu:
 Dapat mengakibatkan adanya cacat pada tubuh seseorang atau
menyebabkan kematian, mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk betindak, rasa tidak berdaya,
atau penderitaan psikis berat pada seseorang atau;
 keterbatasan istri untuk bekerja di dalam atau diluar rumah sehingga
korban dibawah kendali, atau ditelantarkan anggota keluarga dengan
tidak diberikan nafkah atau tidak dipenuhi kebutuhan keluarganya.
3. Aplikasi regulasi K.D.R.T menurut undang-undang Nomor. 23 Tahun2004
dan Hukum islam yaitu: aplikasi dari undang-undang tersebut sudah
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berjalan dengan baik karena mempunyai kekuatan hukum, yang mana
pelaku akan dikenakan sanksi jika melakukan kekerasan dalam rumah
tangga, sedangkan dalam hukum Islam berlum ada aturan yang mengatur
tentang penghapusan K.D.R.T, dan belum ada sanksi yang ditetapkan.
B. Implikasi
1. Sosialisasi undang-undang terhadap masyarakat harus terus dilakukan
karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum tahu undang-
undang penghapusan K.D.R.T, sosialisasi pertama difokuskan kepada
aparat penegak hukum, selanjutnya kepada masyarakat dengan memberi
penyuluhan-penyuluhan hukum, karena sebagian besar terjadinya K.D.R.T
dikarena istri yang berbuat nusyuz, dan juga sosialisasi kepada kalangan
agamawan untuk mengubah kultur dan interpretasi agama.
2. Masih perlunya diadakan penyuluhan tentang kesetaraan gender, bukan
hanya kaum perempuan saja tapi juga laki-laki agar mereka dapat
memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga tidak perlu
ada yang menjadi korban akibat keegoisan dari salah satu pihak.
3. Agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jangan
takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, karena
sudah ada sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, karena kalau
hal seperti ini dibiarkan terus menerus, mereka akan menganggap
kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa.
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